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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam rangkaian sejarah hubungan antara agama dan politik yang pada giliran
berikutnya antara agama dan negara seringkali menampilkan fenomena kesenjangan dan
pertentangan. Fenomena ini bersumber kepada dua sebab,' yaitu adanya perbedaan
konseptual antara “Agama” dan “Negara” yang menimbulkan kesukaran pemanduan dan
moralitas agama. Dan karena itu, maka masalah agama dan negara dalam dunia Islam
modemn merupakan salah satu subyek penting yang — mesti telah diperdebatkan para
pemikir Islam modern sejak hampir seabad lalu hingga dewasa i — tetap belum
terpecahkan secara tuntas.

Dalam sejarah polink di Indonesia gerakan-gerakan politik yang berbau agama
(Islam) hampir selalu berhadapan dengan kekuasaan dan bahkan kekuatan senjata
semenjak periode penjajahan, di masa kemerdekaan, di masa orde lama, bahkan juga di
dalam masa orde baru. Selama dua dasawarsa pertama kekuasaan Orde Baru, umat Islam

(=4

sering ditempatkan pada posisi “an  ideological scapegoar” dikambingkan dalam
pergumulan ideologi (politik) negara. Sebanding dengan itu, dengan menggunakan
wacana Islam sebagai ideologi, wmat Islam menjadi kelompok yang terus menerus
dicurigai, dianggap sebagai pihak vang tidak mempercayai ideologi Negara (Pancasila)

seratus persen.” Seperti disimpukan oleh Donald K. Emmerson, sejak satu dasawarsa

yang lalu, bahwa sepanjang kesejarahannya yang berlangsung separuh abad lebih (1940 —

' Syahrin Harahap, A/-Owur 'an dan Sekadarisasi; Kajian Kritis Terhadap Pemiliran Thaka
Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), him. 22.

? Bahtiar Effendy, Teologi Barw Polirik Islam: Pertawian Agama, Negara dan Demokrasi,
{Yogyakarta: Galang Press, 2001), him. 144.
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sekarang), Islam politik sebenarnya telah terkalahkan, baik secara konstitusional, fisik,
birokratis, elekiral, dan simbolik *.

Selanjutnya dalam dekade 1980-an, terjadi pergeseran orentasi di kalangan
Organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam, kaum intelektual, dan para aktivis nonparta.
Generasi baru ini, yang dalam bahasa BRakhtiar Effendy” disebut “intelektual baru Islam™,
menempuh strategi kultural dengan memproduksi wacana politik Islam yang inklusif® dan
substansialistik. Tujuannya terutama untuk memperbaiki hubungan yang tidak harmonis
antara Islam dengan negara. Yakni, mencari pola relasi agama (Islam) dan negara yang
lebih harmonis dan tidak saling curiga ®

Gerakan Islam yang substansialis-inklusif ini berhasil membuat hubungan
harmonis dengan rezim orde baru yang ditandai dengan sejumiah kebijakan politik
pemerintah yang mengakomodasi aspirasi umat Islam. Antara lain kebijakan mengenal
Undang-Undang Pendidikan Nasional (1988), Undang-Undang Peradilan Agama (1989),
berdirinya ICMI ( 1990 ), surat Keputusan Bersama ( SKB ) Menteri dalam Negeri dan

Menteri Agama tentang  Efektivitas Pengumpulan Zakat (1991), dan surat Keputusan

* Donald K. Emmerson, “Islam and Regime in Indonesia:( Who's Coopting Whom % Makalah
disampaikan pada pertemuan tahunan American Political Science Association, Atlanta, Georgia, AS, 31
Agustus 1989. lihat juga tulisan-tulisannya yang lain, “Islam in Modern Indonesia - Political Impasse.
Cultural Opportunity . dalam Philip H Otoddard, David C. Cuthell, and Margaret W. Sullivan { eds 3},
Change and The Muslim World, Syracuse : Syracuse University Press; 1981.

(Jakarta: Alvabet, 1999), him. 125 Paparan lebih lengkap mengenai strategi kultural baca M. Syafi’l
Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik T: entang Cendekiawan Muslim Orde
Baruy, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 131-139.

* Nurcholis Madyid, Cita-Cita Politk Islam Eya Reformasi, (Jakarta: Paramadina, 1999, him.52 dan
55).

Berbeda dengan Islam radikal, komitmen perjuangan  kelas menengah  santri  bary
(intelektualisme baru), bukan pada penegasan simbol-simbol dan teks “Islam politik” (political Isian)
tetapi pada “Islam kulural” (cultural Isiam) yang menekankan pada substansi dan fimgsionalisasi nilai-nila;
Islam. Lihat M. Syafi’i Anwar, Op. Cir, bim. 127.
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Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah P & K tentang diizinkannya Pemakaian jilbab
bagi Pelajar Putri.”

Namun ketika orde baru jatuh dari kekuasaannya, setelah Soeharto lengser,
banyak bermunculan gerakan Islam garis keras, militan, radikal, dan bahkan
fundamentalis. Kemunculan kelompok ini sebenamya sudah diawali sejak berubahnya
kebijakan Negara pada dasawarsa 1980-an, dan peminggiran Islam ke akomodasi Islam
8.semenjak kejatuhan Orde Baru, kelompok Islam ini menemukan momentumnya untuk
melakukan akselerasi politik secara kultural (ormas Islam) dan struktural (Partai Islam)’

Esposito menjelaskan bahwa terjadinya kebangkitan Islam di dorong oleh tiga hal,
pertama, adanya krisis identitas yang menimbulkan ketidak berdayaan, kekecewaar, dan
kehilangan rasa harga diri. Kedua, kecewa dengan barat dan kegagalan pemerintah untuk
bereaksi secara cukup akan kebutuhan-kebutuhan politik dan sosio-ekonomi masyarakat,
ketiga, tampilnya kembali rasa harga diri dan kesadaran akan kekuatan sendiri akibat
sukses militer (Arab-Israel) dan ekonomi (embargo minyak pada tahun 1973)." Inilah
raison d’etre terpenting dari kebangkitan gerakan keagamaan militan seperti  Front

Pembela Islam ( FPI ), Hizbuttahrir, Laskar J thad, dan Majelis Mujahidin di Indonesia.

M Svafl't Anwar, Pemikiran dan Aksi Isiam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang
Cendekiowan Mausiim Orde Baru, (Jakarta: Paramadina, 1995), him.12

$ Tashwirul Afkar, Deformalisasi Syariat” | Edisi no. 12 th. 2002, Lakpesdam, Jakaria, hlm. 28-
29.

? Kelompok Islam radikal vang masuk partai politik adalah Ahmad Soemargono-yang sejak rezim
Orde Baru menjadi tulang punggung KISDI-masuk Partai Bulan Bintang (PBB), partai pewaris Masyumi,
Selam itu, terlihat juga Partai Keadilan yang berbasis pada kelompok muda, mahasiswa, dan profesional
muda terdidik Islam Lihat Robert W. Hetner, Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia, Penerjemah:
Ahmad Baso, (Jakarta: ISAL 2001}, him.197.

" Lihat pengantar John L. E. Esposito, “Islam dan Politik Mushim “, dalam Dinamika Kebangkitan
Islam, Waiak, Proses, dayn T, antangan, ( Jakarta: Rajawali Press, 1987 ), him. 14.
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Karena itu, trend Islam yang mengemuka di Indonesia kontemporer sejak
lengsernya Orde Baru adalah lahimya Islam radikal, yang diwakili sejumlah ormas Islam
seperti laskar jihad (forum Komunikasi Ahlusunnah Waljama’ah), Forum Pembela Islam
(FPI), dan Majelis Mujahidin menyusul ormas Islam sebelumnya seperti KISDI.

Majelis Mujahidin, merupakan salah satu  dari gerakan keagamaan yang
mengedepankan corak-legal formal Islam secara total sehingga isu utama yang
diperjuangkan adalah tegaknya syari’at Islam di dalam negara Indonesia. Gerakan mi
dilahirkan melalni kongres Mujahiddin T yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 3-7
Jumadil Ula 1421 H, bertepatan dengan tanggal 5-7 Agustus 2000, Gerakan inj bertujuan
untuk bersama-sama berjuang dalam menegakkan syariat Islam dalam segala aspek
kehidupan, utamanya dalam aspek pemerintahan. Sehingga tauhid menjadi asas dan
syariat Islam menjadi rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan
kenegaraan secara nasional maupun internasional !

Majelis Mujahidin ini dipimpin oleh Abu Bakar Ba’asyir yang berasal dari
pekunden Mojo Agung, sebuah kota kecil yang terletak di dalam wilayah kabupaten
Jombang, Jawa timur. Belian terpilih sebagai pimpinan AHWA ( Ahlul Halli wal Agdi )
sekaligus amir Majelis Mujahidin pada kongres I dan kongres II yang di hadiri lebih dari
1800 peserta dari segala elemen ormas dan orpol Islam, yang menghasilkan beberapa
keputusan penting, diantaranya terbentuknya institusi “Majelis Mujahidin®, yang bersifat
tausiq (aliansi) dengan misi utama adalah menegakkan syariat Islam atau lebih popular

dengan istilah formalisasi syariat Islam di lembaga Negara.

“"Markaz Pusat Majlis Mujahiddin, Seri Publilkasi 2 Mengenal Majelis Mujakidin  unnd
Menegakkan Syariah Islam, (Y ogyakarta: Wihdsh Press, 2001), him. 1



Kelompok Islam ini memiliki pandangan bahwa relasi Islam dan negara bersifat
mtegratif yaitu Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tak
terkecuali politik atau negara (al-Islam din wa Dauliah). Tni menunjukkan betapa Islam
diyakini sebagai agama yang lengkap dan sempurna (katfah).

Hubungan antara Islam dan politik selalu menarik untuk dikaji. Hal ini bisa
dikatakan menarik karena ada dua alasan: Pertama, semenjak berdiri, Islam meliputi dua
aspek, yaitu Agama dan masyarakat atan politik . Islam tidak memisahkan persoalan-
persoalan dumia, tetapi mencakup kedua segi ini. Hukum Islam (syariat) mengatur kedua
segi itu. Hubungan manusia dengan Tuhan serta hubungan manusia dengan sesamanya
Kedua, percobaan mengatur masyarakat berdasarkan Agama Islam, diberbagai tempat
dan waktu, telah sering terjadi dan mengalami pasang surut. Dari sekian banyak
percobaan, dapat disimpulkan bahwa kesemuanya dalam taraf coba-coba dan belum ada
yang sepenuhnya berhasil, termasuk di Indonesia.

Dari segi formulasi, hubungan antara agama dan negara di Indonesia bersifat
unik. Yaitu, bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler atau negara agama. Dengan ity
yang hendak dikatakan, bahwa Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya beragama
Islam, bukanlah komunitas sosial-politik yang secara teokratis Islam. Tetapi, Indonesia

Jjuga bukan komunitas yang ditata secara sekular yang tak memperhatikan kepentingan

¥ “Yslam dari permulaan merupakan suaty masyarakat politik”, kata Sir Muhammad Igbal, 7he
Reconstrustion of Religious Thought in Islam (Lahore: Shaikh Muh Ashraf, 1951), hlm. 153. H A R
Gibb mengatakan dalam Whither Islam (London: Victor Gollancz Lid, 1932), him. 12, “Sebenamya Islam
merupakan lebih dari sekedar suaty sistem teologi saja Islam adalah suatu peradaban yang komplit «

B M. Natsir, Islam Sebagai Ideciogi, edisi ke-2 {Jakarta: Penyiaran Ilmu, 1951).

Y Deliar Noer, Gerakan Modern Islom di Indonesia, 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 1982), him.
243. Reaksi dari kubu tradisionalis adalah Iahimya NU vang sebagian dijadikan benteng menghadapi
gerakan modemnis. Lihat Allan Samson, Conception of Political Power and Ideology in Contemporary
Indonesian Islam. Karl D. Jakson and Lucian W. Pye (Ed.), Political Power and Commumication in
Indonesia, (California: University Press, 1978), hlm. 198.
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keagamaan warganya. Sebagai negara yang tidak sekuler. Indonesia memberj kesempatan
dan bahkan membantu warganya dalam menjalankan ajaran agamanya."” Karena ity
secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia telah berusaha untuk menyelesaikan
masalah tersebut sejak tahun 1940-an. Hasil dari sidang BPUPKI, piagam Jakarta, dan
sidang konstituante merupakan peristiwa untuk menyelesatkan persoalan yang mungkin
timbul. Sekaligus, peristiwa-peristiwa ity merupakan upaya untuk memposisikan letak

peran agama dalam pembangunan Indonesia modern.

B. Rumusan Masalah
Berpijak dari latar belakang yang sudah penulis kemukakan, maka berikut akan
dirumuskan pokok masalah untuk penelitian ini agar kajian inj lebih terfokus dan terarah.
Rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut -
1. . Bagaimana relasi Islam dan Negara menurut Majelis Mujahidin Indonesia,

2. Bagaimana tipologi pemikiran Majelis Mujahidin.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini disusun dengan tujuan
1. Untuk mendeskripsikan lebih jauh pandangan Majelis Mujahidin tentang Islam
dan Negara.
© 2. Untuk mendeskripsikan posisi pemikiran Majelis Mujahidin mengenai Islam dan
Negara

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
-_

** Djohan Effendi et al., Agama dalam Pembangunan Nasional- Himpunan Sambuian
Presiden Soeharo. (Jakarta: Pustaka Biru, 1981). Lihat H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, Kehidupan
Beragama Daiam Negara Pancasila, (Jakarta: Departemen Agama, 1982).
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1. Sebagai konstribusi pemikiran  dalam mendinamisasikan  ilmy pengetahuan,
khususnya yang berkaitan dengan kajian figh Siyasah.

2. Hasil studi ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh khalayak yang concemn terhadap
kajian-kajian kelslaman, yang akhir-akhir ini semakin banyak menarik ghirah

mereka untuk lebih intensif lagi.

D.Telaah Pustaka

Penelitian dan pembahasan tentang relasi Islam dan negara sepanjang penelusuran
literatur memang sudah cukup banyak. Namun penelitian tentang relasi Islam dan negara
dalam perspektif Majelis Mujahidin sejauh pengetahuan penulis belum pernah dilakukan

Rujukan yang dapat memberikan gambaran substantif pemikiran  politiknya
tentang relasi Islam dan negara, dapat dilihat dalam buky Risalah Kongres Mujahidin |
dan Penegakan Syari’at Islam. Pembahasan buku ini menjelaskan tentang keputusan
kongres mujahidin dan piagam Jogjakarta mengenal  program perjuangannya dalam
menegakan syari’at Islam di Indonesia baik dalam bidang aqidah, politik, ekonomi,
pertahanan dan keamanan, kemanusiaan maupun perburuan, kemudian tentang imamatul
ummah, didalamnya membahas tentang keharusan adanya ulil amri, dan bagi seseorang
dapat menjadi imam bila memenuhi  Syarat-syarat tertentu. Selanjutnya  keputusan
Majelis  Mujahidin tentang rekomendasi untuk mengajak seluruh umat Islam untuk
berjuang mengakan syari’at Islam dalam berbagai aspek kehidupan. ‘®

Buku ini didukung pula oleh tulisan-tulisan makalah maupun wawancara para

tokoh Majelis Mujahidin dalam bidang politik yang dijadikan sebuah buku, termasuk

' Markaz Majelis Mujahidin  Risalah Kongres mujahidin I dan Penegakana Syari'ar Islam ser;
publikasi (Yogyakarta: Wihdah Press, 2001), him. 1-484.
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didalamnya terdapat pendapat M. Thalib tentang  Penegakan Syari’at Islam dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana dalam suatu negara tidak ada pemisahan

Mujahidin tersebut.

Dan sebuah buku kecil mengenal Majelis Mujahidin untuk penegakan syari’at
Islam seri publikasi 2 mengupas fentang sejarah berdirinya Majelis Mujahidin dan Iatar
belakang munculnya organisasi i, serta visi misi Majelis  Mujahidin =~ dalam
memperjuangkan Islam, kemudian strategi langkah yang diambil Majelis Mujahidin
dalam menegakkan syar’at Islam dan menjelaskan  tentang kepengurusan Majelis
Mujahidin yang diakhiri dengan shahifah (piagam) Jogjakarta.

Selain itu, buku yang ditulis Irfan Suryahardy Awwas (Ketua Tanfidziyah Majelis
Mujahidin) tentang dakwah dan Jjihad Abu Bakar Ba’ashir (Amir Majelis Mujahidin).
Pembahasan buky ini menjelaskan panjang lebar tentang pemikiran politik amir Majelis
Mujahidin yang membeberkan atas ide formalistiknya dalam negara Indoneia, tulisan in
penekananya pada penegakan syari’at Islam secara kaffah di negara Indonesia Jjuga pola
pefjuangan yang dilakukan tokoh Majelis Mujahidin ini dalam menformalisasikan
syari’at Islam di Indonesia. Selain itu, di dalamnya juga terdapat sumbang pemikiran
Majelis Mujahidin terhadap bangsa Indonesia

Kemudian buku yang dikeluarkan oleh Markaz Pusat Majelis Mujahidin tentang
usulan Amandemen UUD °45 Disesuaikan Dengan syari’at Islam juga turut melengkapi

bahan kepustakaan penelitian ini.



Islam di zaman lampau dapat ditemukan dalam karya Maududi dalam kitabnya yang
begudul Isiamic Law ang Constitution. Buku inj menjelaskan fentang  konsepsi
kenegaraan yang paling lengkap dan rinci. Menurutnya syari’at fidak mengenal
pemisahan antara agama dan politik atau antar agama dan negara. Syari’at merupakan
totalitas pengaturan kehidupan manusia vang tidak mengandung kekurangan sedikitpun.
Negara harus didasarkan pada empat prinsip, yaitu mengakui  kedaulatan Tuhan,
menerima  otoritas Nabi Muhammad, memiliki stafs wakil Tuhan dan menerapkan
musyawarah. Dari titik pandang Prinsip-prinsip ini, kedaulatan yang sebenarnya hanyalah
milik Tuhan.

Selanjutnya kajian yang mengupas masalah hubungan Islam dan Negara, dalam

Pancasila menurut pendapatnya bercorak al-Diniyah, karena ity ia sekuler, tidak may
mengakui wahyu sebagai sumbemya. Pancasila adalah hasil penggalian dari masyarakat.
Kemudian mengupas masalah hubungan Islam  dap Negara, Natsir mendasarkan
uraiannya kepada ayat al-Qur'an: “Dan kami fidak jadikan jin dan manusia, melainkan
Supaya mereka menyembah kepada Aku“ { XXV - 56). Dari ayat ini Natsir
mengembangkan teorinya dengan menyertakan - <. seorang Islam hidup di atag
dunia ini dengan cita-cita kehidupan Supaya menjadi seorang hamba Allgh dengan arti
yang sepenuhmnya, yakni hamba Allah yang mencapai kejayaan dunia dan kemenangan

akherat. Dunia dan akherat i sama sekali kaum muslimin tidak mungkin dipisahkan dari
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dan ajaran-ajarannya dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata.'® Bagi pemimpin
modernis ini, negara adalah alat bagi Islam untuk melaksanakan hukum-hukum  Allah

untuk demi keselamatan dan kesentosaan manusia. Sebagai alat, adanya negara bersifat

dilakukan Khamami Zada dalam, Islam Radikal (Jakarta: teraju, 2002), menjelaskan
tentang pemikiran politik Isiam radikal di Indonesia yang salah satunya adalah Majelis
Mujahidin Indonesia. Termasuk di dalamnya membahas hubungan Islam dan negara
menurut Majelis Mujahidin Indonesia yang pada gilirannya berperan dalam membentuk
gagasan mengenai sifat negara bangsa Indonesia, namun pembahasan ini tidak secars
meluas (spesifik) karena buky i penekananya pada gerakan Islam radikal di Indonesia.
Karena itulah, skripsi ini menyajikan studi pemikiran Majelis Mujahidin tentang relasi
Islam dan Negara,

Dengan menggunakan buku-buku tersebut maka dalam penulisan penelitian ini
diharapkan akan didapatkan data-data yang wvalid yang akan dignnakan  dalam

pembahasan masalah yang dikaji.

e _
Y Natsir, gama dan Negara” dalam M Isa Anshary, Falsafah Perjuangan Isiagm {(Medan:
Saiful, 1951), him. 261,

¥ Ihid, him. 262,
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E. Kerangka Teoretik

Islam dan negara adalah dua entitas yang berbeda, yang pertama merupakan
agama yang memuat kumpulan doktrin dan horma yang bersifat sakral dan individual
Sementara yang kedua (negara) adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik.” Namun
demikian, relasi antarg keduanya dimungkinkan  bahkan keniscayaan  karna
bagaimanapun, Islam menurut Emest Gellner, merupakan blue print bagi suatu tatanan
sosial yang mencakup seluruh aspek kehidupan manuasia %

Salah satu karakteristik agama Islam pada masa-masa awal penampilannya ialah
kejayaan di bidang politik. Oleh karena itu, menurut Maxim Rodinson, seorang Marxim
ahli Islam, menegaskan bahwa Agama Islam menyuguhkan kepada para pemeluknya
suatu proyek kemasyarakatan, suatu program yang harus diwujudkan dimuks bumi.
Karena itn, kata Rodinson, agama Islam tidak bisa disamakan dengan Agama krister /
Budhisme, sebab Islam tidak hanya menampilkan dirinya sebagai perhimpunan kaum
beriman yang mempercayai kebenaran yang satu dan sama, melainkan juga sebagai suaty
masyarakat yang total >!

Kenyataan historis tersebut menjadi dasar bahwa Islam adalah Agama yang
terkait erat dengan kenegaraan. Bahkan, sesudah kaum mushmin berkenalan dengan
Aryanisme Persia, muncul ungkapan bahwa “Islam adalah Agama dan Negara® (al- Isiam

din wa Dauliah), yang mengisyaratkan kesetaraan Agama dan Negara.

_—

¥ Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Iimu Politik, Cet. Ke-20, (Jakarta: Gramedia, 1990}, him 38.
* Ernest Gellner, Muslim Society, cet 4, {Cambrige: Cambrige University Press, 1993), him.1.

" Nurcholish Madjid,"kata pengantar * dalam Abmad Syafi'l Maanif, Islam don Masaiah
Keegaraan : Study tentang Percatran dalam Konstitusi, cetakan ITT, (Jakarta : LP3ES, 1996 ), hlm. IX.
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Teori hubungan antara politik dan agama di dalam Islam antara lain adalah yang
dikonsepsikan sebagi hubungan antar agama dan negara yang tak terpisahkan (integrated)
oleh para pemikir politik Islam syiah dan Maududi. Tentu saja masih ada beberapa
pemikir yang dapat digolongkan kedalam tipologi ini seperti, Ziya Gokalp, al-Afghani,
Abdubh dan Rasyid Ridho. Akan tetapi, dua pikiran politik yang dimuka memiliki
keunggulan komparatif.

Menurut Abu al- A’la al Maududi, tokoh fundamentalisme Islam asal Pakistan
dan pendiri Jama’at al-Islami, sebagai “Filsafat Politik Islam,” di mana Ia menyatakan
bahwa Tuhan adalah pemegang kedaulatan satu-satunya. Filasafat politik inj didasarkan
beberapa ayat al-Qur’an:
¥l ] S ) Gl e il e bS5 P 1 sianns el W) 42 e 000 Lo

2saley Y il | J’_‘Sigﬁjﬁsﬂ Ot ell3s Ly YH s
Kemudian ayat al-Qur’an:
B R RSP PVIVE U ﬁ&é;&Jaﬁa&&Muw&feﬂ 3 e pSile 33
Lo mpudil 8 0 das b alS LY Jdﬂf;@wwfy‘wudﬁuﬁﬁﬁwﬂ bob Gl
s 56 I PS5 0 B i U e 2 Y1 00 0S4 s ey

;__L‘u{:\.dcwsjéﬂsuﬁudmljéjjlmeﬁu&iéﬁéﬂje@u@sﬂ

Berdasarkan ayat-ayat ini, manusia dan bahkan nabj sekalipun tidak memiliki hak untuk
membuat hukum, sebab manusia menurut Maududi hanyalah subyek pelaksana dari

hukum Tuhan. Atas dasar inilah maka Maududi menolak demokrasi ala Barat kasena

—————— e

= Yusuf (1240

“ Al-Imran (3): 154
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didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. Untuk selanjutnya Ia menyatakan bahwa
sebuah negara Islam hendaknya didasarkan atas demokrasi teokratis yang diistilahkannya
dengan “Teo Demokrasi,” yaitu suatu demokrasi ilahi yang memberikan manusiz
kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Dalam pandangan
Maududi negara Islam bersifat universal karena tidak mengenal batas-batas geografis,
etnisitas dan ras seperti yang layaknya negara kebangsaan, sehingga Maududi menclak
konsep nasionalisme karena dianggap mengkotak-kotakan manusia. Selain ity negara
Islam bagi Maududi harus menjadi  ideologis dengan pengertian Islam (Syari’ar)
dijadikan instrumen bagi penyelenggaraan negara dan setiap pengembilan kebijakan **

Karena kedaulatan hanya milik Tuhan, maka Maududi tidak ingin memisahkan
antara agama dan negara baik ity bentuk liegara maupun sistem pemerintahan. Dengan
demikian, pandangan fundamentalisme diterapkan oleh Maududi secara paripurna.
Namun, keparipurnaan Maundud; adalah kepiawiaannya dalam merumuskan negara Islam
misalnya, Ia berhasil memasukkan 3 hal tentang konsep teo-demokrasi vaitu ahl al-hall
wa al-agd, ulu al-amy (umara), dan gada’, Dengan konsep inilah Maududi mampu
merumuskan penyatuan antara agama dan negara.

Jadi dapat dipahami bahwa dalam sistem pemerintahan teo-demokrasi Maududi
ada 3 lingkaran yang tidak lepas yaitu ahl ai- hali wa af- aqd, ulu al- amr {umaraj, dan
gada’. Dengan begitu corak demokrasi Maududi adalah pemerintahan yang tidak lepas
dari 3 konsep tersebut. Dengan kata lain, Maududi lebih cenderung “pulang” ke konteks

sejarah ketimbang harus mencontoh konsep barat tentang demokrasi. Karena iy, tidak

* Linat kumpulan tulisan dan pidato Maududi yang diedit oleh Khurshid Ahmad, Abu A’la al
Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, alih bahasa Asep Hikmat, cet. 4, (Bandung: Mizan,
1995), Wm. 156-173. Lihat juga Abu A’la al- Maududi, “ nasionalisme dan Islam,” dalam John J. Donchue
dan John L. Esposito (Peny.), Islam dan Nasionalisme, him. 158-164.
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salah ketika John L. Esposito mengatakan Dia (Maududi) tidak menoleh ke Barat bagi
perkembangan politik modern maupun sosialnya, seperti halnya lapisan elite sekuler 2

Karena Islam adalah suatu agama yang paripumna, lengkap dengan petunjuk untuk
mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik dengan arti di
dalam Islam terdapat pula sistem politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam
tidak perlu atau bahkan dilarang meniru sistem barat, cukup kembali kepada sistem Islam
dengan menunjuk kepada pola politik semasa Al-Khulafa al-Rasyidin sebagai model atau
contoh sistem kenegaraan menurut Islam.

Itu sebabnya, dalam politik Islam, paling tidak, ada tiga paradigma tentang
hubungan agama dengan negara. Paradigma pertama adalah konsep bersatunya agama
dan negara. Agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan (integrated). Wilayah
agama juga meliputi politik atau negara. Karenanya, menurut paradigma ini negara
merupakan  lembaga politk  dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara
diselenggarakan atas dasar kedaulatan tahi (Divine Sovereignity), karena memang
kedaulatan itu berasal dan berada di « tangan “ Tuhan % Pandangan ini banyak dianut
oleh golongan Syi’ah dengan menyatakan bahwa imamah {(kepemimpinan) sebagai rukun
Islam yang keenam. Artinya seorang muslim syi’ah harus mengikuti imam dan Jjika tidak,

maka kelslamannya akan rusak.?’ Mereka sepakat akan keharusan adanya penunjukan

® John L. Esposito, Isiam dan Politik alih bahasa Joesoef Souw’vb (Jakarta: Bulan Bintang, 1990),
him. 203.

» Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamenialisme, Modernisme Hingga Posi-
Modernisme, (Jakarta: Paramadina, 1996), him.1.

" secara khusus pertama kali muncul tentang sistem hukum politik atau Imamah dalam figih
Syr’ah, lalu ditransformasikan kedalam pemikiran Sunni dalam bentuk faham, istilah dan ungkapannya.
Libat Muhammad Sa37id AL Asymawi, Al- Isiam Al- Styasi, cet. Ke-3,( Kairo: Arabiyah i al- Tiba’ah wa
al- Nasyr,1992 ), him. 166-167.
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Imam yang didasarkan pada teks agama (al- Ta'yin wa al- Tt anshish) dan kepastian akan
terpeliharanya para Nabi dan Imam dari dosa kecil maupun besar (ismah).”® Di kalangan
para pakar dan pemikir politik Islam, teori hubungan negara dan agama yang bersifat
formal ini dikemukakan antara lain oleh Abul A’la al- Maududi (1903-1979) dari
Pakistan yang memimpin jama’ati Islami, (1906-1949), Hasan al-Banna (1906-1949),
sayyid Qutub dan ideologi-ideologi lain Ikhwanul Muslimin 2

Paradigma kedua, yang merupakan antitesis dari kelompok pertama, bersifat
sekularistik. Kelompok ini memandang bahwa Islam tidak lebih dari agama-agama lain,
seperti hanya di Barat. Islam tidak terkait dengan urusan politik kenegaraan. Lebih lanjut,
pendapat ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara
agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekuleristik menolak pendasaran
negara pada Islam atau, paling tidak, menolak determinasi [slam akan bentuk tertentu dari
negara.*

Paradigma ketiga memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik
yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Negara ditempatkan sebagai sarana

penunjang perkembangan agama. Dan agama diposisikan sebagai pembimbing etika dan

* Muhammad Abid Al- Jabin, Agama, Negara, dan Penerapan Syari a1, ( Yogyakarta: Fajar
Pustaka, 2001 3, him. 19.

# Telash lebih detail tentang gerakan Ikhwanul Muslimin lhat Richard P. Mitchell. The Sociery of
Muslim Brothers {Oxford University Press, 1969) dan Husaini Ishak Musa, The Muslim Brothers: The
Greatest Modern Islamic Movement (Betrut: Khayat’s Book Cooperative, 1956).

* M.Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, (Jakarta: Logos, 2001), hlm 49,
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moral suatu negara. Pandangan simbiosis agama dan negara dapat diketemukan dalam
pemikiran beberapa tokoh Islam, misalnya Al- Marwadi >
Kalau mengikuti tiga teori relasi agama dan negara di atas, maka feori pertama,
mengandaikan ideologi negara adalah agama (Islam), pendapat kedua ideologi negara
tidak ada kaitannya apapun dengan agama, keduanya merupakan dua entitas yang
terpisah pendapat yang ketiga, antara ideologi negara dan agama saling mempengaruhi.
Artinya ideologi negara tidak membatasi kebebasan dalam beragama malah sebaliknya
memberikian kesempatan yang luas bagi pertumbuhan agama.
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan sifat penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian  kepustakaan (library
research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari buku-
buku dan informasi lainnya yang membahas dan menyinggung tentang relasi
Islam dan negara dalam perspektif Majelis Mujahidin dengan bantuan bermacar-
macam materi yang terdapat di ruang kepustakaan, penelitian ini dilakukan
terhadap pemikiran Majelis Mujahidin mengenai relasi Islam dan negara.
2. Tekhnik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan data-data yang
diperiukan, baik data primer maupun data sekunder dengan metode sebagai
berikut:

a. Studi Kepustakaan

' Bernama lengkap Abu Hasan Ali bin Habib Al- Marwadi al- Bishri (354 H-450 H). Dia pemikir
Islam temama, karya-karya di bidang politik antara lain, Peraturan —Peraturan  Pemerintshan  dan
Ketentuan-Ketentuan Kewaziran, Politik Raja
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Studi kepustakaaan dilakukan untuk memperoleh data primer yang ditulis oleh
para intelektual muslim tentang Majelis Mujahidin baik berupa buku, majalah,
Koran, kitab-kitab pegangan Majelis Mujahidin maupun dokumen-dokumen
resmi Majelis Mujahidin. Sedangkan sumber sekunder mencakup publikasi-
publikasi ilmiah mengenai relasi Islam dan Negara.

b. Wawancara
Untuk melengkapi dokumen di atas, penulis mengadakan wawancara. Bentuk
wawancara yang digunakan adalah wawancara berpedoman yaitu wawancara
yang pewawancaranya menetapkan sendii  masalah  dan pertanyaan-
pertanyaan yang akan diajukan mengenai relasi Islam dan negara dalam
perspektif Majelis Mujahidin, Dan yang menjadi sampe! dalam penelitian ini
adalah pimpinan ormas Islam Majelis Mujahidin  atau pengurus Majelis
Mujahidin. Meskipun disadari bahwa pendapat mereka belum tentu mewakili
sikap resmi organisasi mereka, tetapi bisa diyakini bahwa pendapat itu paling
tidak disuarakan oleh organisasi mereka. Apalagi mereka inilah yang biasanya
dianggap sebagai representasi lembaga atau organisasi.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data hasil penelitian ini penyusun menggunakan metode

deskriptif analisis, yaitu menggambarkan terlebih dahulu data yang berkaitan

dengan relasi Islam dan negara kemudian menganalisisnya dengan pendekatan

yang ditentukan, sedang logika penalaran yang digunakan dalam penganalisaan

tersebut adalah metode deduktif (generalis teoritik), yaitu pengolahan data yang
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bersifat umum atau teori-teori hubungan negara dan agama vang bersifat formal

kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode Induktif yaitu penguraian data—data yang berkaitan tentang relasi
Islam dan negara yang bersifat khusus ditarik menjadi kesimpulan umum, apabila
data atau fakta (bukan teori) dari berbagai fenomena hubungan Islam dan negara
dalam perspektif Majelis Mujahidin - menunjukkan kesamaan maka ditarik
kesimpulan atau generalisasi dari keduanva.

4. Pendekatan

Kajian ini menggunakan pendekatan:

a. Normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan dalil atau
kaidah yang menjadi pedoman pertlaku manusia. Dalam ini pernyataan
pergerakan Majelis Mujahidin akan dilihat dari sisi dalil dan kaidah fighiah,
karena itu merupakan bagian dalam kajian hukum Islam yaitu Figh Syarah.

b. Sosio-Historis, pendekatan sosial yaitu suatu proses terus menerus, kritis dan
terorganisasi untuk menganalisa dan memberikan intepretasi atas fenomena
hubungan Islam dan negara Majelis Mujahidin yang mempunyai hubungan
saling berkaitan. Sedangkan historis, yaitu membuat rekonstruksi secara
sistematis dan obyektif dari kajian atau peristiwa dimasa lalu tentang
hubungan Islam dan negara dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi,
memverifikasi dan mensistesikan data menuju fakta dengan kesimpulan yang

kuat

* Anton Baker dan Achmad Charies, Metodologi Penelitian Filsafai, (Yogyakarta: Kanisius,
1999), him. 43.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa
sub-bab dengan rasionalisasi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Memasuki bab II akan mengulas gambaran umum organisasi Majelis Mujahidin
tentang sejarah berdirinya Majelis Mujahidin, Visi Misi dan Cita-citanya, Struktur
Kepemimpinannya, Departemennya dan Pola Perjuangannya

Selanjutnya bab III akan membahas Relasi Islam dan Negara dalam perspektif
Majelis Mujahidin yang berisi Islam dan Ideologi Negara, Islam dan sistem
pemerintahan, Islam dan bentuk negara

Setelah ini selesai, pada bab IV akan dibahas tentang analisis pola Pemikiran
Majelis Mujahidin yang mencakup Pola Pemikirannya dan Argumentasi Pemikirannya
serta hubungan Majelis Mujahidin dengan Internasional

Selebihnya studi ini akan diakhiri dengan suatu penutup yang berisikan

kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian panjang lebar di atas dan dengan sedikit saran.



BABYV

PENUTUP

A.Kesimpulan

-]

Dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Bahwasannya pemikiran Majelis Mujahidin tentang relasi Islam dan negara
merupakan lebih dari sebuah refleksi terhadap doktrin universalisme Islam yang
menjadi landasan ideologi gerakannya. Bila dicermati, pandangannya tentang dasar
negara, sistem pemerintahan, bentuk negara nampak tidak komprehensif. Meskipun
demikian, klasifikasi pemikirannya dapat digolongkan kedalam paradigma
integralistik, yang menekankan pada pernyataan tentang persatuan Islam dan negara.
Mereka berkeyakinan bahwa Islam mengatur persoalan negara. Argumen mereka
didasarkan pada konsepsi bahwa Islam telah mengatur semua kehidupan umat
manusia, dari masalah duniawi sampai akhirat, sehingga masalah politik atau
kenegaraanpun menjadi perhatian Islam.  Karena itu Islam bagi Majelis Mujahidin
tidak bisa dipisahkan dari politik (al-Islam; al din wa al-daulah).

Dilihat dan kecenderungan pemikiran Majelis Mujahidin dikategorikan pada bentuk
pemaﬁaman: pertama, skripturalisttk (memahami dasar negara secara teks literer),
kedua, idealistik (melakukan idealisasi terhadap persoalan negara dan pemerintahan )
dan ketiga, formalistik (pemahaman yang lebih mementingkan bentuk negara
daripada isi dan substansi negara).Artinya dalam konteks ini, Majelis Muyjahidin
melakukan idealisasi bentuk negara dalam satu payung ideologi syari’at Islam. Dan
untuk mereleasisikan konsepnya, perlu dilakukan penegakan syari’at Islam dalam

kehidupan sehari-hari secara legalistik-formalistik.
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B.Saran-saran

Islam tidak membenarkan umatnya untuk melakukan pemberontakan terhadap
pemerintah, apapun alasannya. Sebab pemberontakan hanya akan menghasilkan
kerusakan dan kehancuran bagi masyarakat sebaliknya dalam ajaran Islam,
memerintahkan dakwah dengan cara yang baik dan penuh hikmah dalam memberikan
peringatan dan nasehat terhadap penguasa yang melakukan penyimpangan kekuasaan dan
keagamaan.

Refleksi pemikiran politik Majelis Mujahidin tentang relasi Islam dan negara,
diharapkan dapat menjadi acuan sejarah terhadap pola kenegaraan di Indonesia. Di
antaranya, pertama, tentang dasar negara, meskipun pancasila telah menjadi konsesus
bersama, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk memberikan penafsiran yang
lebih obyektif atau dalam bahasa Kuntowijoyo, Pancasila, perlu di obyektivikasi dalam
konteks bermasyarakat dan bernegara. Kedua, tentang sistem pemerintahan, pemikiran
Majelis Mujahidin ini, juga diperlukan dalam konteks transisi dua rezim otoritarianisme
ke demokrasi. Dan yang lebih penting lagi adalah, demokrasi yang dimaksudkan adalah
demokrasi yang didasari oleh ruh ketuhanan dan kemanusiaan. Ketiga, pemikirannya
tentang bentuk negara yang membagi kedalam beberapa negara bagian, merupakan anti
tesa terhadap negara kesatuan. Dengan demikian dalam konteks era reformasi ini, perlu
kiranya rethinking tentang bentuk negara kesatuan, apakah masih relevan atau tidak, atau
perlu negara penyatuan. Hal ini dimaksudkan untuk mengahindari terjadi rasa
nasionalisme semua, dan hanya melahirkan negara yang tidak memiliki suatu identitas

kebangsaan yang jelas.
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LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR’AN

NO.
FOOTNOTE

HLM.

TERJEMAH

22

Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali
hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek
moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan
suatu keterangan pun tentang nama-nama itu.
Keputusan itu hanyalah punya Allah. Dia telah
memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain
Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan
manusia tidak mengetahui.

o
(8]

Kemudian setelah kamu berduka cita Allah
menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk
yang meliputi segolongan kamu, sedang segolongan
lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri ; mereka
menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti
sangkakan jahiliyah. Mereka berkata ; “Apakah ada
bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam
urusan ini?”. Katakanlah ; Sesungguhnya urusan itu
seluruhnya di tangan Allah”. Mereka menyembunyikan
dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan
kepadamu ; mereka berkata ;”Sekiranya ada bagi kita
barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini,
niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini *.
Katakanlah : “Sekiranya kamu berada di rumahmu,
niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati
terbunuh itu keluar (juga) ketempat mereka terbunuh”.
Dan Allah (Berbuat demikian) untuk menguji apa yang
ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang
ada dalam hati mu. Allah maha mengetahui isi hati.

70

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama)
Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah
akan nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu
(masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah
menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu
karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara :




Dan kamu telah berada di tepi Jjurang neraka, lalu Allah
menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu, agar
kamu mendapat petunjuk

17 Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di
langit dan apa saja yang ada di bumi ; Dan Dialah yang
[ maha perkasa lagi maha bijaksana.




Lampiran Il

BIOGRAFI TOKOH

1. IBNU TAIMIYAH

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Abu Abbas Ahmad bin Abdul al-
Halim bin Abdul al-Salam Abdullah bin Muhammad bin Taimiyyah. Dia lahir di
Haran dekat Damaskus, Suria, pada tahun 661 H / 1263 M, lima tahun setelah
jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tartar, yang berarti pula berakhirnya dinasti
Abbasiyyah. Sebagai ilmuwan Ibnu Taimiyyah mendapatkan reputasi sebagai
seorang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berfikir, tajam perasaan,
serta menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan agama. Dia seorang ahli dalam

bidang tafsir hadis, teologi, dan figh, khususnya Figh Hambali.

2. HASAN AL- BANNA

Hidup antara tahun 1906-1949 M lahir di Mahmudiyyah, kota kecil
yang terletak di sebelah timur laut Kairo. Ayahnya, Syekh Ahmad Abd. al-
Rahman al-Banna pernah belajar sebagai mahasiswa di Al-Azhar pada waktu
Muhammad Abduh mengajar di lembaga itu. Setelah menyelesaikan pendidikan
di sekolah guru, al-Banna muda meneruskan pelajaran di Dar al-Ulum, Kairo, dan

di kota itulah dia dikenalkan dengan Rasyid Ridha beserta gerakan salafiyyah.

VI



3. SAYYID QUTHB

Dia dilahirkan pada tahun 1906, dan wafat pada tahun 1966, adalah
lulusan Dar al- Ulum, Kairo, dan memulai karirnya sebagai guru sekolah, sama
seperti Hasan al-Banna. Kemudian dia di angkat menjadi pemilik pada
kementerian pendidikan pada tahun 1948 dia menulis buku dengan judul A/-

adalah al-Ijtima’iyyah fi ai-Islam.

4. MAUDUDI

Nama lengkap pemikir besar Islam kontemporer dari benua India itu
adalah Abu al- A’la al maududi, namun untuk selanjutnya biasa disebut Maududi.
Dia dilahirkan pada tanggal 25 September 1903 di Arangabad, India Tengah, dan
wafat pada tanggal 23 September 1979 di salah satu rumah sakit di New York,
Amerika Serikat. Pada tahun 1841 Abu al- A’la al- Maududi bersama dengan
tujuh puluh lima pengikutnya, mendirikan satu organisasi yang di beri nama
Jamiyyah Islamiyyah. Sebagaimana Al- Ikhwanul al- Muslimin organisasi itu
pada permulaannya lebth merupakan gerakan ideologi daripada gerakan politik,
hingga berdirinya negara Pakistan. Pokok-pokok pikirannya tentang kenegaraan
dituangkan dalam enam risalah: teori politik Islam, metode revolusi Islam, hukum
Islam dan cara pelaksanaanya, kodifikasi konstitusi Islam, hak-hak golongan

dzimmi dalam negara, prinsip-prinsip dasar negara Islam.

5. MUNAWIR SJADZALI



Beliau adalah intelektual,' tokoh agama, diplomat dan menteri agama
pada kabinet pembangunan IV (1983-1988) dan kabinet pembangunan V (1988-
1993). Lahir di Klaten, 7 November 1925, tamat sekolah menengah pertama /
tinggi Islam Mambaul Ulum di Solo, lalu menjadi guru di Ungaran, Semarang.
Selama masa perjuangan kemerdekaan, ikut mencurahkan tenaganya antara ain
sebagai penghubung antara markas pertempuran Jateng dan badan kelasykaran
Islam. Meniti karir di Departemen Luar Negeri sejak tahun 1950, pernah menjadi
wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di London (1971-1974), lalu
menjadi Dubes Republik Indonesia di Kuwait, Bahrain, Qatar, (1976-1980).
" Pendidikan tingginya di peroleh dari University of Esceter, Inggris (1953-1954),
dan Goergtown University, Washington D.C dan meraih gelar M.A dengan tesis
Indonesia Multi Parties and Their Political Concepts” (1959). Sebagai pengajar
pada fakultas pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, ia mengajar al-
Fighu Sivasi. Salah satu pemikirannya yang mengundang polemik adalah

gagasannya tentang reaktualisasi.
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1.

(VS

10.

11

12.

DAFTAR PERTANYAAN

Siapakah yang pertama kali mempunyai ide untuk mendirikan aliansi atau tansiq
Majelis Mujahidin itu?.........ooooooo
Apa urgensi didirikannya majelis Mujahidin?.........................

Apakah tidak ada unsur politik?..................

Dalam memperjuangkan syari’at Islam di Indonesia, usaha apa saja yang
dilakukan 7.

Selain berdakwah dan berjihad, kegiatan apa yang biasa dilakukan Majelis

Bagaimanakah pandangan Majelis Mujahidin tentang peranan agama dalam suatu
Negara?...................
Apakah Agama dan Negara tidak dapat dipisahkan? ...

Meskipun tidak dapat dipisahkan, apakah antara Islam dan Negara dapat

Ada yang berpendapat bahwa agama adalah urusan pribadi, sehingga Negara

tidak perlu campur tangan dalam masalah agama?...........................



14.

16.

18.

19.

25.

26.

- Bagaimana pandangan Majelis Mujahidin tentang bentuk Negara menurut

Islam?. ... ...

. Apakah pergerakan yang dilakukan Majelis Mujahidin kearah mendirikan Negara

Istlam?................
Kalau syari’at Islam sudah dapat ditegakkan di Negara Indonesia, apakah dapat

disebut sebagai Negara Islam?.................

. Melihat konteks negara Indonesia yang kompleks, menurut Majelis Mujahidin apa

Bentuk pemerintahan yang bagaimanakah yang sesuai dengan syari’at

Islam?..............

. Syari’at Islam yang bagaimanakah yang ingin dilaksanakan di Indonesia sekarang

7

. Bagaimana nasib agama non Islam jika syari’at Islam dijadikan hukum

24. Setujukah jika syari’at Islam disesuaikan dengan perkembangan zaman?.........

Apa strategl yang ditawarkan untuk mewujudkan penegakan syari’at



27. Siapakah yang berhak menjadi pemimpin?. ...t

8. Atas dasar apa hanya orang-orang tertentu yang berhak menjadi
pemimpin?............

29. Dan siapakah yang berhak memilih pemimpinnya?.......... s

30. Mengapa orang non Islam tidak boleh menjadi pemimpin disuatu Negara
mayoritas MUSHM?. oo |

31. Dalam maklumat majelis Mujahidin ada ketentuan menolak presiden wanita,

bagaimana penj elasannya’ ..ot

32. Apakah itu tidak melanggar hak asasi manusia menjadi pemimpin?...............
33. Apa pengertian khilafah Islamiyah menurut Majelis Mujahidin?.........cocoos

34. Mengapa Majelis Muj ahidin ingin menegakkan khilafah Islémiyah di
Indonesial.....cocoooverenens

35. Bagaimana kalau masyarakat Indonesia menolak?. ..o

36. Bagaimana pandangan Majelis Mujahidin tentang sekularisme?......cooooeveenens

37. Dalam piagam Yogyakarta ada ketentuan menolak ideologi yang bertentangan
dengan Islam, bagaimana penjelasannyarl. ..o

38. Ideologt yang bagaimanakah yang tidak bertentangan dengan Islam?...cooeominenees

39. Menurut pengamatan Majelis Mujahidin selama ini, apakah sistem pancasila itu
sesuai dengan Islam?. ..o

40. Apakah boleh kita meniru /melihat kepada sistem barat dalam masalah

=politik?........

-41 BVagaimang pandangan Majelis Mujahidin tentang DemokrasiZ....cccoeriveeenees



42.

46.
47.
48.

49.

50.

Dalam “Amandemen UUD’45 Disesuaikan dengan Syari’at Islam” Majelis
Mujahidin mengusulkan untuk merubah pasal 1 ayat 2 bahwa kekuasaan tertinggi
menetapkan hukum di tangan Allah yang maha Kuasa, sedang pengembangan
hukum selanjutnya di tangan rakvat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

Bagaimana penjelasannya? ...

. Apakah sistem Demokrasi tidak sesuai dengan Islam?..........i.

Apa saran Majelis Mujahidin terhadap kelompok Islam lain dalam ikut serta

pemberlakuan syari’at Islam?............



Nama
Tempat, tgl lahir
Alamat

Pendidikan

Orang Tua:
Bapak
Pekerjaan
Alamat
Thu
Pekerjaan

Alamat

Curicullum Vitae

- Yayuk Maftukhah
- Gresik, 22 April 1980
- Wadak Lor Duduk Sampeyan Gresik Jawa Timur

- MI Miftahul Ulum, Lulus Th. 1994

- MTS Assaadah, Lulus Th. 1997
- MAK Assaadah, lulus Th. 2000

- JAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

: Mansur

: Wiraswasta

- Wadak Lor Duduk Sampeyan Gresik Jawa Timur
- Sofiyah

: Pedagang

- Wadak Lor Duduk Sampeyan Gresik Jawa Timur



